
SALINAN 

WALIKOTA SAWAHLUNTO 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTo 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SAWAHLUNTO, 

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf 

Tahun 2014 tentang Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan 

d Nomor 23 

ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan 
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang 
APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada 
DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) 

bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan 
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, 

mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 
yang dlijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD 
prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama 
antara Pemerintah Daerah dengun DPRD, maka perlu adanya 
perigaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
acrah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020; 

serta untuk 

serta 

b. hahwA relasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
parla huruf a, peru menetapkan Peraturan Dacrah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 

Mengingat i. Pasal 8 avat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesi Tahun 145, 

2. Undang-Unielang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Surmatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatiin 
1956 Nmor 19 



10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanyar 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

Undeng Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembara 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5495); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpublik indonesia Nomor 5679); 

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Sawahlunto, Kabupaten Dacrah Tingkat 1 Sawahlunto/ 
Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Pcraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 4576), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahtun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lemhararn Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 



23. Peraturan Peinerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar 

Akuntansi Femerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

25. Peratiuan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

27. Pereturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Jembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik 
ndoiesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indoncsia Nomor 5717): 

28. Peraturan Penerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendaatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Nagara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Peraturan Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 



29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 604 1; 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

32. Peraturan Pemerintah Nomnor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 23); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 20i1 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengclolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara 
Pepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedomar Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daereh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 541); 



36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negpra 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Indonesia Tanun 2019 Nomor 33); 

Negara Republik 

41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota 

Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 

Nomor 2 Seri E.1); 

42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Kedudukan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto 

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri 
E.2) scbagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan 

Peraturan Dacrah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 

Protokoler Keuangan Pimpinan dan 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota 

Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang kedudukan 

Protukrler dan Keunngan Pmpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Sawahlunto (Lembaran Dacrah 

Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8); 

43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto 
(Lembaran Daesah Kote Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri 

E.2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dacrah Kota 

tentang kedudukan Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 

Keuangan Protokoler dan Pimpinan dan Anggota ewan 



Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (lemburun aerah 

Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8); 

44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 200s 

tenteng Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan 
Terbatas Lembu Betina Subur ( Lembaran Daerah Kota 
Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 

tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroan 
Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota 

Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 ); 

45. Peraturan Daerah Kota Sawahllunto Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se Kota Sawahlunto 
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Sawanlunto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se Kota Sawahlunto 

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4): 

46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada 

Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota 
Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14 ) secbagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Sawahlunto Nomor3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010o 

teritang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahiunto pada 
Bank Nagari umatera Barat Lembaran Dacrah Kota 

Sawahlunts Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

haerat Kota Sawahlunto Nomor 74 }; 

47 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada 
Perusahaan Darrah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto 

(Lemharan Dacrah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16 ) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah ota 

Sawahlunte Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Moclat 



Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahurn 

2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto 

Nomor 43 ); 

48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota 

Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas 
Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota 

Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 

Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan 

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam 

Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto 

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 52); 

49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42 ); 

tentang 

50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kota Sawahlunto 
Tahun 2016 Nomor 11 ); 

51. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14); 

52. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto 

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8); 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO 

dan 

WALIKOTA SAWAHLUNTO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
Menetapkar 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai 

berikut : 
1. Pendapatan Daerah 

2. Belanja Daerah 

Surplus/ ( Defisit) 

Rp. 631.859.255. 114,00 
Rp. 682.764. 180.858,17 
(Rp. 50.904.925.744,17) 

3. Pembiayaan Daerah 
Rp. 52.821.592.410,83 

Rp. 1.916.666.666.66 
Rp. 50.904.925.744,17 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 0,00 
Pasal 2 

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 
Pendapatan Asli Daerah sejumlah 

b.Dana Perimbangan sejumlah 
C.Lain-Lain Pendapatan Daerah 

ang Sah sejumlah 

Rp. 61.765.678.778,00 
Rp. 508.874.543.000,00 

Rp. 61.219.033.336,00 

2) Peridapatan Asli Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
ari jeris pendapatan 
a Pajak Darrah sejumlah 
bMetribusi Dacrah sejurnlah 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Rp. 6.685.187.400,00 
Rp 5.881.977.838,00 

Daerah yang dipisahkan sejumlah 
d Lain lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah sejumiah 

Rp. 11.720.000.000,00 

Rp 37.478.513.540,00 

13) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis pendapaten 
Dana Bagi Hasil Pajak 
Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) sejurmlah 
C.Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah Rp. 100.453.313.00 

Rp. Rp. 16.875.807.000,00 
Rp. 391.545.423.000,00 

,00 



(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat ) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pendapatan Hibah sejumlah 
b. Dana Bagì Hasil Pajak dari Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Lainnya 
sejumlah 
Dana Alokasi Desa sejumlah 

Rp. 7.131.000.000,00 

Rp. 
Rp. 

25.165.008.336,00 
28.923.025.000,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah 
b. Belanja Langsung sejumlah 

Rp. 324.927.043. 138,17 
Rp. 357.837. 137.720,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah 
b. Belanja Bunga sejumlah 
C. Belanja Hibah sejumlah 
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah 

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 
Desa sejumlah 
Belanja Bantuan Keuangan Kepada 
Provinsi/Kabupaten/ Kota dan 
Pemerintahan Desa sejumlah 

g. Belanja Tidak Terduga sejumlah 

Rp. 243.609.314.014,17 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

1.500.000.000,00O 
4.294.200.000,00 
3.167.000.000,00 

Rp. 1.256.717.000,00 Rp. 

Rp. 70.349.812.124,00 
Rp. 750.000.000,00 

13) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 
bBelanje Barang dan Jasa sejumlah 

Belanja Modal scjumlah 

Rp 
Rp. 163.949.738.878,00 
Rp. 131.478.116.592,00 

62.409.282.250,00 

Pasal 4 

1) Perritiayaarn Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 
a Pernerimaan sejunlah 

b Pengeluaran sejumlah 
Rp. 52.821.592.410,83 

1.916.666.666,66 Rp. 

21 Penerimaan sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan 
a. Penggunaan S.PA 
b Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjamarn 

Rp 40.125.703.375,48 

Rp. 12.695.889,035,35 
(3) Pengehuaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan 
a. Penyertaan Modai (Investasi) 

Pemerintah Daerah Rp. 750.000.000,00 
Rp. 1.166.666.666,66 b. Pembayaran Pokok Utang 



Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairmana 
dimuksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari 

Lampiran 
Lampiran II 

Ringkasan APBD; 
Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 
dan Organisasi Perangkat Daerah. 

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi Perangkat Daerah , Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

2 

3. Lampiran lII 

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan 

Kegiatan 
:Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

: Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 

: Daftar Piutang Daerah 

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
:Daftar Per. 

Tetap Daerah 
: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

4 Lampiran IV 

5. Lampiran V 

Lampiran VI 
Lampiran VII 
Lampiran VII 
iampiran IX 

. 

3. 

9. iraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

10. Lampiran X 

Lain-lain 
: Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 
Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali 
dalam Tahun Anggaran ini 

:Daftar Dana Cadangan Daerah 
: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 

11. Lampiran XI 

12. Lampiran XII 

3 Lampiran XII 

Pasal 6 

( alam keadaan darurat, Pemerintah Darrah dapat melakukan pengeluaran yang beum terscdia anggarannya, yang sclanjutnya diusulkan dalam Pancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah. 2) Pendanaan keadaan darurat yang bclum tersedia anggarannya sebagaimana eimaksud pada ayat (i) dapat menggunakan belanja tidak terduga. 3) alarn hal he lanja tiriak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan EFA 

menggunakan dara d: ri hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan b. memanfaatkan 1ang kertas yang tersedia. 
(4 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Anggaren Pendepatan dan Belanja Daerah. 



(5) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belun tersedia dalam tahun berjaian; 
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugiann yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 

masyarakat. 

Pasal 7 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota. 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto. 

30 DEC 2019 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Pi.KEPALA BAGIAN HUKUM DAH HAM 

Ditetapkan di Sawahlunto 
pada tanggal 30 Desember 2019 

WALIKOTA SAWAHLUNTO, 

ttd 

INORA MULVONO, SH 
NIP 19820411 2010911014 DERI ASTA 

Diundangkan di Sawahlunto 
pala tanggal 30 Desember 2019 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, 

tt 

EFRIYANTo 

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR I0 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA 

13ARAT NOMOR : (0 15/2019) 



Lampiran 1 PERATURAN DAFMAH VEtA SAWAiti.AHrTE 

Nomor :19 TAMIUN 
Tanggal 30 Deserniber 914 

Tentang ANGGARAN PENDAPATASS tA B A6i 
DAERAH TAHN AKZhHPN 29 

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO 

RINGKASAN APBDD 
TAHUN ANGGARAN 2020 

JUMLAH NOMOR URAIAN 
URUT 

631.859.255.114,00 
PENDAPATAN 

61.765.678.778,00 

***6.685.187.400,00 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pendapatan Pajak Daerah 

Pendapatan Retribusi Daerah 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

5.881.977.838,00 
2 

11.720.000.000,00 
.1 3 

Lain-lain PAD Yang Sah 37.478.513.540,00 .1 4 rr-e*o*v-***** 
508.874.543.000,00 

*****16.875.807.000,00 
DANA PERINBANGAN 

Dana Bag Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

Dana Alokasi Uinum (DAU) 
Dana Alokasi Khusus (DAK) 

391.545.423.000,00 
100.453.313.000,00 

*******"*********** *** ****** 
61.219.033.336,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

**** *** 7.131.000.000,00 Pendapatan Hibah 

Dana 8agi Hasil Pajak dari Provinsl dan Pemerlntah Daerah Lalnnya 25.165.008.336,00 

28.923.025.000,00 
1.3.3 

.3 7 Dana Alokasi Desa 

BELANJA 682.764.180.858,17 

SELANDA TIDAK LANGSUNG 324.927.043.138,17 
-***** 

243.609.314.014,17 Belanja Pegawai 
Belanja Bunga 1.500.000.000,00 
elar1ja Hibah 4.294.200.000,00 

3.167.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 
Belanja Bantuar. Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 

1.256.717.000,00 
70.349.812.124,00 

Desa 

2.1.8 Belenja Tidak Terduga 750.000.000,00 
357.837.137.720,00 

62.409.282.250,00 
BELANJA LANGSUNG 

************ 

Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jusa 

Belensa Modal 

2 

2.2 163.949.738.876,00 

z.3 131.478.116.592,00 

SURPLUS (DEFISIT)| (50.904 925.744,17) 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PEMERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 52.821.592 410,83 
Periggurnaarn SiLPA 40.125.703.375,48 
arierimaan kerribali: Pernitberiarn Pi1jarniars 12.695 889.035,35 

PENGELJARAM PEMBIAYAAN DAERAH 1.916.666.666,66 
anyertar Merlal (irvas asi) Pemerintah Daerah 

arnbayarar Prokck ag 
750.000.000,00 

1.:66.666.666,66 

PEMBIAYAAN NETTO 50.904.925.744,17 

stSA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 

Sawahltinto, 30 Desembtr 2019 

WALTKOTA SAWAHUNTo 

DERI'ASTA 
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